
 

BUPATI BANGKA SELATAN 

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR : 188.45/114.A/DPMPPTSPRINDAG/2018 

 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN BANGKA SELATAN 

 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

Menimbang : a. untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor    

8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan/atau pelimpahan 

Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 

investasi, maka perlu adanya sistem pelayanan izin yang cepat, 

efisien dan terpadu; 

c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

huruf b, maka perlu adanya Standar Oprasional Prosedur 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati Bangka Selatan tentang Standar Oprasional Prosedur 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4033); 

 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4268); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4431); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4630) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5231); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4724); 

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756); 

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menegah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4866); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5234); 

16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5492); 

17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

5494); 

18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5512); 

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5607); 

21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5612); 



22. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 6018); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3547); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4263); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4594); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 

tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha 

yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan 

Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5044); 



32. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin 

Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5797); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan 

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5806); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Pengesahan Pengundangan, dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 

36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 

tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan, dan Toko Modern; 

37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 

tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 54); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

40. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur;  

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten bangka Selatan Tahun 2006 

Nomor 11 Seri E); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 

Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17); 

 



44. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan Tahun 2016 Nomor 39). 

45. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka 

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 6). 

 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Standar Oprasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu di Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA 

 

: Standar Oprasional Prosedur untuk dijadikan pedoman bagi para 

Petugas dalam melaksanakan pelayanan perizinan secara efektif 

dan efisien. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  

 

  Ditetapkan di Toboali 

pada tanggal      April 2018 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

 

 

 

        JUSTIAR NOER 
 

 

 

Tembusan : 
1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan di Toboali. 
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali. 
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali. 
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali. 
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali. 
 


